Memperhatikan

10.

1.

-2

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 1l
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 — 2017,
sebagaimana  telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang
Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun
2012 -2017,

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 1
Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah, dan  Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun
2012 -2017;
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Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan
Mekanisme Akreditasi Program Studi;

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat
dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang
Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi tanggal 19 September 2015



